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MASA JABATAN

Uji Materi Diduga Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS — Ke-
lompok masyarakat sipil yang
bergabung dalam Koalisi Sela-
matkan Mahkamah Konstitusi
menemukan berbagai kejanggal-
an dan dugaan konflik kepen-
tingan dalam dua uji materi ter-
kait masa jabatan dan masa kerja
hakim konstitusi. Publik berha-
rap majelis hakim Mahkamah
Konstitusi menahan diri dalam
memutuskan permohonan uji
materi yang menyangkut diri me-
reka dan menunggu pembahasan
revisi UU MK di Dewan Per-
wakilan Rakyat.

Koalisi . Selamatkan Malika-
mah Konstitusi dalam konferensi
pers di Jakarta, Minggu (27/11),
mengemukakan berbagai kejang-
galan dan kentalnya konflik ke-
pentingan atas dua uji materi
Pasal 22 Nomor 24 Tahun 2003
Undang-Undang MK sebagaima-
na telah diubah menjadi UU No
8/2011. Pasal 22 UU No 8/2011
mengatur masa jabatan hakim
konstitusi selama lima tahun, ke-
mudian dapat dipilih kembali ha-
nya untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.

Dalam pengajuan pertama uji
materi yang diajukan hakim Bin-
sar Gultom dan Lilik - Muyadi

dengan nomor perkara
53/PUU-XIV/2016, MK diminta

mengabulkan agar masa kerja ha-*

kim konstitusi sampai usia 70
tahun. Adapun permohonan uji
materi berkait hakim konstitusi
lainnya diajukan Center for
Strategic Studies University of
Indonesia (CSSUI) dengan no-
mor perkara 73/PUU-XIV/2016
yang meminta agar hakim
konstitusi diberikan masa jabat-
an seumur hidup.

Peneliti Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perlu-
dem) Fadli Ramadhanil mencer-
thati dalil-dalil permohonan
CSSUI, antara lain pembatasan
masa jabatan hakim Kkonstitusi
ini berpotensi mengurangi ke-
wibawaan MK dalam mengadili,
khususnya perkara-perkara yang
masuk ke MK.

”Relevansi kemerdekaan ke-
kuasaan kehakiman, konsistensi
pelaksanaan putusan, melakukan
penemuan hukum, memberikan
perlindungan terhadap konstitu-
si, dan penafsiran. terhadap kon-
stitusi merupakan bentuk kerja
institusional MK,” ujar Fadli.

Sidang cepat
Fadli mengungkapkan, dari

penelusuran situs MK, perkara
yang diajukan CSSUI baru di-
registrasi pada 16 September
2016, tetapi sudah selesai disi-
dangkan. ”Cepat sekali. Tidak
sampai tiga bulan, semua per-
sidangan sudah selesai dan para
pihak sudah memasukkan ke-
simpulan. Tahapan berikutnya

‘tentu musyawarah hakim untuk

mengambil putusan,” ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption
Watch (ICW), Aradila Caesar,
menegaskan, “Kedudukan hu-
kum CSSUI patut dipertanyakan.
Selain itu, dalam pengajuan uji
materi pertama yang terdapat
konflik kepentingan, kita juga pa-
tut mempertanyakan, bagaimana
mungkin satu permasalahan hu-
kum yang berkaitan dengan ha-
kim konstitusi ternyata diuji sen-
diri oleh hakim konstitusi?”
Menurut Aradila, revisi UU
MK masih dibahas di DPR se-
hingga sebaiknya MK menahan
diri-membuat putusan. Apalagi,
dalam aiji materi-ini kental kon-
flik képentingan Karena tidak bi-
sa hakim konstitusi ingin me-
nyamakan posisinya dengan
Mahkamah Agung karena kedua
institusi hukum ini-sangat ber-
beda karakteristiknya. (OSA)




